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Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan 

Riau atas nama Sdr. Mulkan Siregar, SH., tanggal 2 Juli 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 

68/Kpts/KPU Prov-031/TAHUN 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang 

Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan Memberhentikan dari 

Jabatannya BAMBANG HERMANTO,SPI. Sebagai Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa 

Jabatan 2013-2018, tanggal 19 Agustus 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 

68/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan atas nama Robert Cenedy, SP., 

tanggal 3 September 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 

100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang 

Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 September 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 

1481/kpts/kpu-prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian 

Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Oktober 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-

Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama 

Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., tanggal 29 Oktober 2015. 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 83 / KPTS / KPU.PROV.030 / 

2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan 

penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. 

Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, 

S.E., tanggal 11 November 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU 

Prov.026/TAHUN 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang 

Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kolaka, (khusus atas nama Drs.Arifuddin,M.Pd.), tanggal 19 November 

2015 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 

1485/kpts/kpu-prov- 002/ 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian 

Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 

Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 November 2015. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2016, perihal gugatan Surat 

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 

No:03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang 

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, 

tanggal 21 April 2016. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70K/TUN/2016, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 

119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua dan 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi 

Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 2014, tanggal 21 April 2016. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/TUN/2016, perihal gugatan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-

Prov-014/2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas 

nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., tanggal 23 Agustus 2016. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2016, perihal gugatan Surat 

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 052-KEP Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 tentang 

Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., tanggal 5 Desember 2016. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/TUN/2017, perihal gugatan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 
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67/Kpts/KPU-Prov-025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 18 Nopember 2014, atas nama 

Armin, S.Ag. M.Ag., tanggal 24 Januari 2017. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/TUN/2017, perihal gugatan Berita Acara 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-

Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Tentang Tindak 

Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 

Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, 

Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan 

DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Propinsi 

Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan 

Bawaslu Propinsi Sumatera Utara No: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, 

tanggal 8 Maret 2017 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 PK/TUN/2017, perihal gugatan Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No: 

26/KPTS/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 13 Desember 2014 tentang 

Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe, tanggal 21 November 2017. 

 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 

108/G/2014/PTUN.Mks., perihal gugatan Keputusan KPU Kab Sidenreng 

Rappang Syamsul Alam, tanggal 3 September 2015. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 109/G/2012/PTUN-BDG. 

perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/XI/2012, tanggal 5 November 2012 

tentang Pemberhentian Muhammad Hasan, S.Sos., sebagai Anggota dan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 2008-2013, tanggal 30 Januari 

2013. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT. 

Perihal gugatan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia No.23/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 21 

November 2012 tentang Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian Tetap 

Selaku Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Puncak Provinsi Papua Atas 

Nama Nas Labene, tanggal 27 Pebruari 2013. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2013/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 712-

KEP Tahun 2012, tanggal 16 November 2012 tentang Pemberhentian 

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Ramdansyah, 

tanggal 24 April 2013. 
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Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2013/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKEII/ 2013, tanggal 25 

Juli 2013. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 13/G/2014/PTUN.BKL., 

perihal gugatan Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov-007/2014, tanggal 

03 Februari 2014, Tentang Pemberhentian atas nama Titin Sumarni, S.Ip, 

M.Pd sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Propinsi 

Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018, tanggal 3 Juli 2014. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 06 / G / 2014 / PTUN.JPR. 

perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 

83/KPTS/KPU.PRV.030/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, khusus pemberhentian dengan 

hormat atas nama Yoseph Wenda, S.Th, tanggal 04 November 2014. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2014/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Utara Nomor: 2383/Kpts/KPU-Prov-002/2014, tentang 

Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang 

Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Februari 2015. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/G/2014/PTUN-BKL, 

perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Bengkulu Nomor: 51/Kpts/KPUProv- 007/2014, tanggal 9 Desember 2014 

Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas nama M. 

SALEH. S.Ag,MM., tanggal 18 Maret 2015. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/2014/PTUN.JKT, 

perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 570/ 

Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014 tentang 

Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, tanggal 5 Mei 2015. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Riau Nomor: 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, 

Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua Dan Anggota KPU 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau., 27 September 2016. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 33/G/2016/PTUN-Pbr, 

perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 

tanggal 16 Mei 2016 Nomor 43/Kpts/KPU-PROV-004/Tahun 2016 tentang 
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Rehabilitasi Nama Baik terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 7 Desember 2016. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN.JPR, 

perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, Tentang 

Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jayapura Dan Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang, tanggal 24 Agustus 

2017. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 

57/G/2018/PTUN.BNA, perihal gugatan Keputusan Panitia Pengawas 

Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh Nomor: 138/K.AC/TU. 

00.001/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Tindak Lanjut Putusan 

DKPP Atas Nama Jufrizal, tanggal 9 April 2019 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2019/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor: 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 

tertanggal 12 April 2019, tanggal 13 Juni 2019. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT., 

perihal gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 

2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Juli 2020. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT, 

perihal gugatan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor: 314PKEDKPP/X/2019, tanggal 12 

Pebruari 2020, tanggal 7 September 2020. 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian 

Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023, tanggal 

30 Nopember 2020 

 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2021/PTUN-JKT, 

perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor: 0373/K.BAWASLU/HK.01.01/XI/2020, Tentang Pemberhentian 

Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai 

Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Muh. Adamsyah Usman, tanggal 2 

Juni 2021. 
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Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2021/PTUN-JKT., 

perihan gugatan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor: 0452/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2020 Tentang Pemberhentian 

Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Utara Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2018-2023 Atas Nama 

Rahman Ismail, tertanggal 22 Desember 2020 dan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0210/HK.01.00/K1/02/2021 Tentang 

Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Sisa Masa Jabatan 

2021-2023 Atas Nama Aljunaid Bakari, tanggal 21 Juli 2021. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 9/DKPP-PKE-I/2012, 

perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Muhammad 

Hasan, S.Sos., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode Tahun 

2008 sampai dengan 2013,  tanggal 17 Oktober 2012. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 23/DKPP-PKE-I/2012, 

perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 21 November 2012. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27/ DKPP – PKE - I / 

2012, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua 

dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, tanggal 28 

November 2012. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012, 

perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, tanggal 31 Oktober 2012. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 136/DKPP-

PKE/II/2013 dan 137/ DKPP-PKE/II/2013, perihal pengaduan pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Batu Bara, tanggal 

30 Desember 2013. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 01 /DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, tanggal 30 Januari 

2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 12 / DKPP –PKE - 

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Muhammad Irfan Setitit dan Sdr Yoseph Wenda, Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kab. Tolikara, tanggal 04 Maret 2014. 
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Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 44/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Karimun, tanggal 23 

Mei 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 70/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, tanggal 4 Juni 

2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 49/DKPPPKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Panwaslu 

Kabupaten Solok Selatan, tanggal 9 Juni 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 67/DKPP-

PKEIII/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, tanggal 9 Juni 

2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 65/DKPP-PKE.-

III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 9 Juni 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 91/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Panwaslu 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 9 Juni 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 141/DKPP-PKE-

III/2014 dan 164/DKPP-PKE/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kolaka, tanggal 6 September 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 133/DKPP-PKE-

III/2014 dan 182/DKPP-PKE-III/2024, perihal pengaduan pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen 

Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, tanggal 10 September 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor DKPP No. 199/DKPP-

PKE-III/2014 dan 200/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 10 September 2014. 
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Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 271/ DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 

10 September 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 215/DKPPPKE-

III/2014 dan 216/DKPPPKE-III/2014, 217/DKPPPKE-III/2014, perihal 

pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 25 September 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 290/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua Panwaslu Kota Makassar, tanggal 11 November 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 308/DKPPPKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang tanggal 11 November 

2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 309/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 11 

November 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 316/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, tanggal 11 

November 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 281/DKPp-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 21 

November 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 305/DKPP-PKE-

III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 

9 Desember 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 61/DKPP-PKE-

IV/2015, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar, tanggal 17 November 

2015. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 263/DKPP-PKE-

III/2014 dan 328/DKPP-PKEIII/ 2014, perihal pengaduan pelanggaran kode 
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etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Desember 2014. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 69/DKPP-PKE-

V/2016, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 

4 Mei 2016. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-

VI/2017, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 

8 Juni 2017. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123/DKPP-PKE-

VII/2018, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan 

Raya, tanggal 15 Agustus 2018. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 41-PKE-

DKPP/III/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, tanggal 10 April 2019. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 314-PKE-

DKPP/X/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Ketua dan Anggota 

Bawaslu Kabupaten Subang, tanggal 12 Pebruari 2020. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-

PKEDKPP/X/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Ketua dan Anggota Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Maret 2020. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 55-PKEDKPP/ 

V/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Ketua dan Anggota Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Mamberamo Raya, tanggal 29 Juli 2020. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 109-PKE-

DKPP/X/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai serta Anggota 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 4 November 2020. 

 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 114-PKE-

DKPP/X/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Utara, tanggal 16 Desember 2020. 

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Putusan Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
ANNISA DHEA R, Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M. 
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	DAFTAR PUSTAKA

